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Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku Pengantar Hukum Indonesia: Fondasi dan Transformasi di Era Digital dan Globalisasi ini dapat diselesaikan.

Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus semangat untuk menyediakan literatur hukum yang tidak hanya membahas dasar-dasar hukum Indonesia, tetapi juga memotret tantangan serta perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi digital dan arus globalisasi.

Penulis berupaya menyajikan materi secara sistematis, dimulai dari fondasi hukum Indonesia, meliputi sejarah, sumber hukum, dan struktur lembaga hukum, hingga pembahasan isu- isu kontemporer seperti hukum siber, perlindungan data pribadi, perdagangan elektronik, dan implikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) terhadap sistem hukum.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, maupun pembaca umum yang ingin memahami perkembangan hukum Indonesia di tengah dinamika zaman. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan pada edisi mendatang.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan pada edisi mendatang.
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Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat luas dan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pembangunan literasi hukum di Indonesia.


Bogor, 17 Agustus 2025
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BAB 1 ​PENDAHULUAN
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1.1  ​Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa keberadaan hukum, masyarakat akan sulit mencapai keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Di Indonesia, hukum memiliki peran ganda: sebagai instrumen pengaturan kehidupan sosial serta sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa perubahan signifikan terhadap wajah hukum Indonesia. Era digital memunculkan berbagai fenomena baru, seperti perdagangan elektronik (e-commerce), transaksi digital, perlindungan data pribadi, kejahatan siber (cybercrime), hingga tantangan etis dalam penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, globalisasi membuka interaksi lintas batas negara yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum nasional.

Situasi ini menuntut adanya pemahaman hukum yang tidak hanya bersandar pada teori klasik, tetapi juga mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, mempelajari Pengantar Hukum Indonesia menjadi semakin relevan untuk memahami fondasi hukum sekaligus transformasinya di era digital dan globalisasi.
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1.2  ​Tujuan Penulisan

BUKU INI DISUSUN UNTUK:


1.  Memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, sejarah, dan sistem hukum Indonesia.

2.  Menguraikan peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara.

3.  Menjelaskan dinamika dan transformasi hukum Indonesia dalam menghadapi era digital dan globalisasi.

4.  Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum secara komprehensif.


1.3  ​Manfaat Penulisan

MANFAAT YANG DIHARAPKAN dari buku ini antara lain:

	Manfaat akademis: memberikan landasan teori dan kerangka analisis dalam studi hukum.

	Manfaat praktis: membantu praktisi dan pembuat kebijakan dalam memahami perubahan hukum yang relevan.

	Manfaat sosial: meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.


1.4  ​Ruang Lingkup

BAB-BAB DALAM BUKU ini akan membahas secara berurutan mulai dari sejarah perkembangan hukum Indonesia, landasan
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dan sumber hukumnya, sistem hukum nasional, hingga pembahasan hukum di bidang-bidang khusus seperti hukum pidana, perdata, administrasi negara, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum teknologi informasi, serta prospek masa depan hukum Indonesia.

1.5  ​Metodologi Penulisan

METODE PENULISAN YANG digunakan adalah:

	Pendekatan normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia.

	Pendekatan historis, untuk memahami perkembangan hukum dari masa ke masa.

	Pendekatan komparatif, dengan membandingkan praktik hukum Indonesia dengan hukum internasional atau negara lain.

	Pendekatan kasus, untuk memberikan gambaran nyata penerapan hukum di lapangan.


1.6  ​Sistematika Penulisan

BUKU INI TERDIRI DARI 20 bab yang disusun secara sistematis, mulai dari pembahasan yang bersifat umum hingga khusus, agar pembaca dapat memahami hukum Indonesia dari fondasi hingga perkembangan mutakhirnya. Sistematika penulisan sebagai berikut:

	Bab 1 membahas pengantar, mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi penulisan.
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	Bab 2 hingga Bab 4 mengulas sejarah, landasan hukum, dan sistem hukum nasional.

	Bab 5 hingga Bab 18 memaparkan berbagai cabang hukum seperti hukum adat, hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, hukum internasional, HAM, lingkungan, ekonomi, teknologi informasi, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, agraria, dan perpajakan.

	Bab 19 dan Bab 20 memfokuskan pembahasan pada reformasi hukum di era digital dan globalisasi, serta prospek masa depan hukum Indonesia.


Dengan alur ini, pembaca diharapkan dapat memahami keterkaitan antara setiap bidang hukum dan konteks perkembangan zaman.

1.7 ​Signifikansi Kajian Pengantar Hukum Indonesia di Era Digital dan Globalisasi

KAJIAN Pengantar Hukum Indonesia memiliki signifikansi yang semakin besar di era sekarang. Era digital menciptakan bentuk-bentuk baru hubungan hukum, baik antara individu, antara individu dengan badan hukum, maupun antarnegara. Fenomena seperti transaksi digital lintas negara, perlindungan data pribadi, fintech, start-up, dan teknologi berbasis blockchain menuntut adaptasi hukum secara cepat.

[image: ]Sementara itu, globalisasi mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum melalui perjanjian internasional, kerja sama antarnegara, dan pengaruh lembaga internasional. Tanpa pemahaman yang memadai, hukum nasional dapat tertinggal dan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, mempelajari fondasi  hukum  nasional  sekaligus  memahami  dinamika
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transformasinya merupakan kebutuhan mendesak bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.

1.8  ​Penutup Bab

BAB PENDAHULUAN INI menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk memahami arah dan kerangka besar pembahasan buku ini. Landasan teoritis dan metodologis yang disajikan di sini diharapkan menjadi pegangan bagi pembaca dalam menelusuri bab-bab berikutnya.

Dengan memahami latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta metode yang digunakan, pembaca akan lebih siap untuk mengikuti pembahasan mendalam pada bab selanjutnya, dimulai dari Bab 2 – Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia, yang akan menelusuri perjalanan hukum dari masa adat hingga era reformasi dan modernisasi hukum di Indonesia.
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BAB 2
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SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA

2.1  ​Pendahuluan

Sejarah perkembangan hukum Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa ini dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan karakter dan nilai-nilai masyarakatnya. Hukum Indonesia saat ini merupakan hasil perpaduan dari berbagai sistem hukum, mulai dari hukum adat yang telah ada jauh sebelum kedatangan bangsa kolonial, pengaruh hukum Barat yang masuk pada masa penjajahan, hingga pembaharuan hukum yang terus berlangsung sejak kemerdekaan hingga era reformasi dan modernisasi.

Memahami sejarah hukum penting agar kita mengetahui akar pembentukan norma-norma hukum di Indonesia, sehingga dapat memahami alasan di balik peraturan yang berlaku saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan.

2.2  ​Masa Hukum Adat

SEBELUM KEDATANGAN bangsa asing, masyarakat di wilayah Nusantara telah mengenal sistem hukum yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat bersifat tidak tertulis, berkembang secara alami, dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan masyarakat setempat.

Karakteristik hukum adat antara lain:


  Bersumber dari kebiasaan dan norma  sosial masyarakat.
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  Bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan perubahan kondisi sosial.

  Penegakan hukum dilakukan oleh tokoh adat atau pemimpin masyarakat.


Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antara manusia dengan alam, serta hubungan spiritual yang diyakini masyarakat. Di berbagai daerah, hukum adat masih bertahan hingga sekarang, khususnya dalam pengaturan tanah ulayat, perkawinan adat, dan penyelesaian sengketa secara musyawarah.

2.3  ​Masa Kolonial dan Pengaruh Hukum Barat

KEDATANGAN BANGSA EROPA, khususnya Belanda, membawa perubahan besar pada sistem hukum di Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan hukum Barat yang bercorak civil law (Eropa Kontinental). Penerapan hukum kolonial diatur berdasarkan asas receptie, yaitu hukum Barat berlaku untuk orang Eropa, sedangkan hukum adat tetap berlaku untuk penduduk pribumi sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial.

Beberapa produk hukum peninggalan masa kolonial yang masih berlaku hingga kini, meskipun telah mengalami perubahan, antara lain:


  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (Burgerlijk Wetboek).

  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
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  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).


Masa kolonial menjadi titik awal dualisme hukum di Indonesia, di mana terdapat perbedaan perlakuan hukum berdasarkan golongan masyarakat.

2.4  ​Masa Kemerdekaan

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bagi pembentukan hukum nasional. UUD 1945 ditetapkan sebagai hukum dasar negara, yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan.

Namun, untuk mengisi kekosongan hukum, Indonesia masih menggunakan beberapa peraturan kolonial sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pada periode ini, prioritas pembentukan hukum difokuskan pada:


  Menegakkan kedaulatan hukum nasional.

  Menyatukan sistem hukum yang sebelumnya terpecah.

  Menghapus diskriminasi hukum berdasarkan golongan.


2.5  ​Masa Orde Baru

PADA MASA ORDE BARU (1966–1998), pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah banyak menerbitkan undang-undang baru, terutama di bidang ekonomi, investasi, dan perbankan. Namun, sistem hukum pada masa ini sering dikritik karena lemahnya penegakan hukum, maraknya korupsi, serta adanya intervensi politik dalam peradilan.
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2.6  ​Era Reformasi

ERA REFORMASI YANG dimulai tahun 1998 membawa perubahan besar pada sistem hukum Indonesia. Perubahan tersebut meliputi:


  Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum.

  Pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  Penguatan perlindungan hak asasi manusia.

  Desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah.


Era Reformasi juga menandai meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap penegakan hukum.

2.7  ​Masa Modern dan Tantangan Global

MEMASUKI ABAD KE-21, hukum Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang bersumber dari digitalisasi dan globalisasi. Perdagangan internasional, kemajuan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, serta kejahatan siber menjadi isu-isu penting yang menuntut pembaharuan hukum.

Integrasi Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional, seperti kesepakatan ASEAN dan WTO, turut mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Akibatnya, hukum Indonesia tidak lagi berdiri secara terisolasi, tetapi menjadi bagian dari jaringan hukum global yang saling berinteraksi.
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2.8  Penutup Bab

SEJARAH PERKEMBANGAN hukum Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum kita merupakan hasil perpaduan dari berbagai pengaruh, mulai dari nilai-nilai adat, kolonial, hingga modern. Pemahaman terhadap perjalanan sejarah ini sangat penting untuk menilai relevansi hukum saat ini dan mengantisipasi arah perkembangan hukum di masa depan.

Bab berikutnya, Bab 3 – Landasan dan Sumber Hukum Indonesia, akan menguraikan fondasi hukum nasional, termasuk Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD 1945, dan hierarki peraturan perundang- undangan.
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BAB 3
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LANDASAN DAN SUMBER HUKUM INDONESIA

3.1  Pendahuluan

Landasan dan sumber hukum merupakan pondasi utama dalam memahami sistem hukum Indonesia. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai asal-usul dan dasar kekuatan berlakunya hukum, sulit bagi seseorang untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan.

Dalam konteks hukum Indonesia, landasan hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis, sosiologis, dan historis. Landasan inilah yang memastikan hukum memiliki legitimasi, dapat diterima masyarakat, dan relevan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa.

3.2  ​Landasan Hukum Indonesia

LANDASAN HUKUM DI INDONESIA dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan utama:

1.  Landasan Filosofis


  Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
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  Pancasila tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga tolok ukur moral bagi pembentukan hukum.


2.  Landasan Konstitusional


  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

  UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan  negara,  pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia.


3.  Landasan Yuridis


  Terdapat dalam berbagai peraturan perundang- undangan di bawah UUD 1945, seperti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.

  Landasan ini memastikan hukum dapat ditegakkan secara formal oleh aparat penegak hukum.

3.3  ​Sumber Hukum Indonesia



SUMBER HUKUM ADALAH segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum dapat dibedakan menjadi:

1.  Sumber Hukum Material


  Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti nilai agama, adat istiadat, kondisi sosial-ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi.
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  Contoh: norma agama Islam mempengaruhi pembentukan hukum perkawinan dan waris; perkembangan teknologi mempengaruhi lahirnya UU ITE.


2.  Sumber Hukum Formal


  Bentuk atau wadah di mana aturan hukum dituangkan sehingga










3.4  ​Hierarki Peraturan Perundang-undangan













3.5  ​Asas-asas dalam Pembentukan Hukum


	Asas kejelasan tujuan

	Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

	Asas dapat dilaksanakan

	Asas kejelasan rumusan

	Asas keterbukaan




3.6  ​Penutup Bab
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